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4BSIRAEI
The pasition of Republia lndanesia Ombucisman as a new institulian in lndonesia's
allenpt ta heve an ifipoftant role in creating good gavernance, aLtthorized as a
watchda!-i supe ision organization of pdblis se/v/ces need suppai frofi varioLs
parties it|cludllg the community ta be able to achieve the purpase af its creatian
Reprcsenl,alives cf Republic lnCanesia Onbudsman will da theirjob cauld pravide
clarity for each af the ta1patleurthat the public has the righl to submit a repait far
ha est. cpen and iee of corrup[ian. collusian and nepalism avet vaious alleged
rr,aladntinistration that occurswithinlhe otganizaltafi ofthe public setuice. Research
on the implementatian af tasks and auihorities of Representatives af Republic
lndanesia Ambudsfian for East Kalimantan region delivets results evaluation of the
efleci,yeress of lhe supervisory agency fol the camtnunity of Easl Kalifiantan

Keywords: Public Service Supervision, Ombuds,nan, Maladministratian.

ABSIRAK
Kedudukan Cnbudsman Rl sebagai lefibaga baru dalan keialanegaraan Republik
lndanesia yang tnefiillki peran penting dalatn menciptakan gaad governance,
ber,^renang selaku pengawas penyelenggaraan pelayanan pubiik fiemelukafi
dukungan darl berbagai pihak tetmasuk masyarakat untuk tiapat nlencapaitLiuan
pembenlukanfiya. Perwakilan Ofibudsman Rl dalani melaksanakan tugasnya akan
berpeluang memberikan kejelasan bagi setiap pelapor bahwa masyarakat berhak
menyampaikan laporan secara jujur. terbuka dan bebas Korupsi, Kalusi dan
Nepcti$me (KKN) atas bethagai dugaan maladmjkistras] yang terjadi di dalafi
penyelenggaraan pelayanan publik. Penelitlan mengenai pelaksanaan tugas dan
kev,lenangan Pewakilan Ombud$man RJ Wilayah Raltifi membeflkan hasil evaluesi
terhadap keefektifa, lembaga pengawes tersebut bagi fiasyarakal Protinsi
Kalimanlan Timur.
Kata kunci: Pengawasan Pe!ayanah Publik, Ofibudsman, Maladfiinisttasi.

]ENDAHULUAN

:;ieliJm masa reformasi, penyelenggarEan regara dan perrerintahan ban,vak diwarnai oleh
: :<iek maladministrasi seperil Korupsi, Kolusi dan Nepoiisme (KKN), sehingga reformasi
: -:(rasi menjadi kebUtUhan daiam rangka menciplakan penyelenggaraan negara dan
::-er ntahan yang jujur, bersih, terbuka. dan bebas KKN. PengaCuan atas penyelenggaraan
. : .;anan publik hanya disampaikan kepada instansi yang diaporkan dan penanganannya
::-'g dilakukan oleh pejabat yang dilaporkan, sehingga nrasyarakat belum memperoleh
:-:iL.rngan yang memadai atas pengaduan yang dilakukan Fenyelesalan persoa an
,= 

=tranan 
publik nLrn hanya dilakLkan dengan menEajukan gugatan melalui pengadilan, yang

:-:!.ya memakan waktu dan biaya. Maka dari ltu, keberadaan !embaga pengawas eksternal
:"j eJeklif dalam melaklrkan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan negara dan
: - ef ntahan p!n diwlrjudkan.
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Pada tahun 2000, pemerintah membenluk Komisi Ombudsman Nasional meJalui
Keputusan Presiden Republik lndonesia Norror44Tahun 2000- Komisi Ombudsnran Nasional
beriugas melakukan pengalvasan terhadap pemberian pelayanan publk oleh penyelenggara
negara. Kemudian, sesuaidengan amanat Ketelapan Majeiis Permusyawaratan Rakyal Nomor
Vll/MPR/200'1 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka tugas dan fungsi Komisi Ombudsman Nasional
diopiimalkan lebih lanjut rnealui lahirnya L,ndang-undang Nornor 37 Tahun 2008 tentang
Ombudsman Rl yang disahkan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwak;lan Rakyat (DPR) Rl
pada I September200B.

Dalam Uhdang-undang Nomor 37 Tahun 2008 teftang Ombudsman Rl ditegaskan
bahwa Ornbudsman Rl adalah lembaga nega.a yang men]punya, wewenang mengawasi
penyelenggaraah pelayahan publik yahg diselenggarakah oleh penyelenggara negara dan
pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BLJMN, BUNdD, dan BHI\rN serta Badan
Swasta aiau perseorangan yang diberi tugas penyelenggaraan pelayanan publik tedentu yang
sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD Ombudsman R! menjaiankan
tugas dan wewenanghya bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya dengan berasaskan
kepatuhan, keadilan, non-diskriminasi, tidak memihak, akuntabilitas, keseimbangan,
kelerbukaan dan kerahasiaan.

Tugas Ombudsman Rl dalam pengav/asan penyelenggaraan pelayanan publik yaitu
menerima laForan atas dugaan maiadrninistrasi dalam penyeienggaraan pelayanan publik,
rnelakukan pemeriksaair substansiaias laporan, menindaklanjuti iaporan yang tercakup dalam
ruang lihgkUp ke',venangan OmbLdsman, melakukan investigasialas prakarsa sendiriterhadap
dugaan maladministrasi dalarn penyelenggaraan pelayanan publik. melakukan koordinasidan
kerjasama dengan lembaga kemasyarakatan dan perseorangan, membangun jaringan kerja,
melakukan upaya pencegahan maladminiskasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan
melakirkan tugas lain yang diberikan oleh Undang-undang.

Kata "pengawasan" sering mempunyai konotasi yang lidak menyenangkan, karena
dianggap akan rnengancam kebebasan dan otonoml pnbadi. Padahal organisasi sangal
memerlukan pengawasan uniukmenjamin tercapainya tujuan (Handoko,1g99)- Demikian pula
keberadaan Ombudsman Rl dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Keterkaitan
Ombudsman Rl dengan pengavr'asan penyelenggaraan pelayanan publik diperkuat dengan
adanya Undang-undang Nornor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanah Publik- Undang-undang
tersebut memberi kejelasan dan pengaturan mengenai pelayanan publik, termasuk hak dan
kewajiban, serta larahgan bagi seluruh pihak yang terkait dalam penyelenggaraan pelayanan
publik, aspek pengaduan dan penyelesaian pengaduan dalam penyelenggaraan pe,ayanan
dan sanksi.

Sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009, pengawasan
penye enggaraan peiayanan publik dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu: (1) melalui
pengawasan intemal, yaitu pengawasan oleh alasan langsung sesuai peraturan perundang-
undangan dan pengawasan o eh pengawasan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-
undangan, (2) nrealui pengawasan eksternal, yaitu pengawasan oleh masyarakat berupa
laporan atau pengaduan masyarakal dalam penye enggara pelayanan Dublik, pengawasan
oleh Ombudsman sesuaidengan peraturan perundang-undangan. dan penqawasan oleh DPR.
Dalam perislilahan yang berbeda namun bermakna sama. di dalam Kepulusan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Pelayanan disebutkan pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui: {1)
pengawasan melekat, (2) pengawasan f ungsional, (3) pengawasan masyarakat.

Pengawasan ialah proses pemantauan, penilaian, dan pelaporan rencana atas
pencapajan tujuan yang te!ah djtetapkan untuk tindakan korektjf guna penyempurnaan lebjh
lanjut (Fahmi, 2013). N,4aka fungsi pengawasan dlperlukan guna mengevaluasi hasil
penyelenggaraan pelayanan publik yang telah dilakukan agar tidak lerjadi penyrmpangan,
dalam rangka peningkatan kualitas peiayanan pubiik. Sehingga sudah tentu tanpa pengawasan
yang baik, pencopaian tujuan organisasi pun belum lentu lercapal sebagaimana mestinya, dan
pote nsi lerjadinya p6nyimpangan tugas organisasipun setnakin besar.

Dalam €ngka optimalisasi pelaksanaan tugas dan lvewenang Ombudsman Rl di
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Dalam rangka optimalisasi oelaksanaan tugas dan vuewenang Ombudsrnan Rl di
:: -ruh wilayah lndonesia, maka pads Pasal 43 Undang-undang Nomor 37 Tahun 20081elah
r::-r adanya De].wakilan Ornbudsrnan di daerah 'lang diatur lebih lan]ut daam PeratLtran
:.-erintah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Susunan. dan Tata Ker]a Pe$/akilrn
I -t,!dsmar RI di Daerah. Pembeniukan perwakilan Ombudsman di daerah didasarkan pada
:-ar kelayakan yang dilaksanakan o eh Ombudsman Rl dengan memperhatrkan kebutuhan

-:syarakat, ketersediaan sumberdaya. efektivitas, elisiensi. kompleksitas dan beban kerja
r:;m rangka memudahkan akses masyarakai terhadap layanan Ombudsman Rl.
::'i;nlbangan te.rsebut kemudian memperoleh persetujuan DPR dan dibent!klah Perwak Jan

- -roLrdsman Ri di beoerapG wilayah Provihsi di lndohesia. Hihgga akhir tahun 2013, jumlah
::-rakilan Ombuds,nan Rl telah mencapai 32 kantor pelwakllan. Untuk wllayah Provinsi
-: .nantan Timur, Perwakilan Ombudsrnan Rl ditetapkan berkedudukan di Koia Balikpapan

r. ...ereTt,- r - tgria lo\aq ,rrng Strateg.S.
Data yafg dilaporkan Peftlakilan Ombudsmef Rl Wlayah Katim terkait aporan

_::rarakat atas maladnlinisirac dalam penyelengga!.aan pelayanan p!rblik me,lunjukkan
: r_.,ra Ci setiap wilayah Kabupaten/Kota pada wiLayah Provinsi Kalimantan Timur lerdapat

:-qadr-ran, denganiunrlah lapora,r pengaduan tefiinggiunlukw layah Kola Balikpapan, diikuti
::ra posrsj kedua yailu dj \a/jlayah Kota Samaflnde, dan pada posjsj ketjga dj wijayah
-::rpaten Kutai Karianegaia. Eagainrana pei-igawasan penyelenggaraan pelayanan publLk
.-! reiah dilakukan Peftvakilan Omiludsman RlWilayah Kaltim, dikajirnelaluipenelitian ini.

TINJAUAN PUSTAXA

Penelitian ini oilandasioleh beberapa konsep dasar dan leoriyang berkenaan dengan
-r: Organisasi I Keiembagaan dan

' TeoriOrganisasi
Pada umumnya organisasi-organi6asldibentuk oleh manusia untuk melaksanakan

atau mencapai ha-hal terlentu, yang tidak mungkin dilaksanakan secara indivdual.
Organisasi merupakail elemen yang amat diperluk6n di dalam kehidupan rnanusia.
Ofqan sasi memba|tu manusia melaksanakan hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang tidak
:iapat dilaksanakan dengan baik sebagai individu, cian disampng itu dapat dikatakan
: ganrsasi-crganisasi membanttr nrasyarakat, membanlu ke angsungan pengetahuan dan
_n! pengelahuan dan merupakan sumber penting beraneka macam karir di dalam

^rasyarakat. I\.lake organisasi-{rrganisasi mempengaruhi keh;dupan manusia, dan
:abaliknya manusia dapal pula mempengaruhi organisasi (Winardi. 2007).

Ciri c ri utan'a darr organisasl disebutkan oleh Cahayani (2003)yaitui a) terd ri Cari
:,a orang afau Jebih, b) adanya kerjasama c) ada kofiunikasj aniar satu anggota dengan
-:-! la n, Can d) ada tutuan yang ingin dicapai. Sedangkan Kast dan Rosenzweig (2002)
-:r,/atakan suatu organisasi harus memuat empat unsur. yang meliputi: '1) Goais oriented,

i..'a€,''. adanya hubungan antara orang dalam suatu keiompok keia,3) St/Ltctured

"::7il,es. orang-orang bekerjasama dalam hubungan yang berpola, dan 4) Technologicei
.:lem, anggcta o.ganisasi harus menggunakan teknologi dan pengetahuan dalar,\
-! :kukan kegiatannya.

Tecri o€arisasi kiasik yang fiefipengaruhi falsafah manajemen pada tahun 19C0
-j!a 1950 bersumber pada ide Adam Smith pada tahun 1776 sehubungan dengan

- -- aep d)vjsian of ]abor alau pembagian kerja untlrk memperbaiki produktivitas kerra ningga
:: (a lpal atau lebih dala'n produksijarurn pentul. Berdasarkan teori organisas! klasik,

,_l.i sasi dipandang sebagai sebuah sislem ie,lutup (closed sysaem) dimana semua
..-r_oe diperhatikan dan beaada dibawah pengendalian pihak mana]emen. Walaupun leor
-':anisasr kiasik rnembawa hasil yang nyela dalam praklek berupa kenaikan produklivitas
..9 dibutuhkan pada masa itu, namun faktor manusia diabaikan oleh teor! lni ,\lanusia

:.fqgap mesin, hasil produksi dicapai dengan pengorbanan manusia yang ledampau
--::. yaitLi dengan memberlakukan peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur yang

,t



ketal, hirarki yang kuat. penrbagian kerja yang berlebihan, dan tiap pekerjaan terisolasi dari
rekan-rekan kerjanya. Pokok uiama dari 'teori mesin'ini adalah spesialisasi tugas dan
e:s,ensi halya dapal d.caoaime alL perircian unsLr-rnsL. operasr.

fulenyadari kelemahan dan teori organisasi klasik, para pakar mulai mernperbaiki
cara pandangnya dengan mulai memberkan perhatian terhadap perbedaan-perbedaan
individual, int€raksi kelompok non formal, dan padsipasi-part sipasi dalam hal pengambilan
keputusan. Teori organisasi k asik berkembang pada pendekatan tingkah laklr terhaclap
organrsasi (behayioral app|aach) yang memandang bahwa pemenuhan kebutuhan
manus a akan mampu meningkatkan kepuasan keria. Argyris sebagai salah saiu pakarteori
ini menyatakan bahwa desa n orgahisasi yang tidak baik menunjukkan ketidaksesuaian
antara organisasi formal dan kebutuhan para anggota untuk mencapal cita-cita nrereka.
Sehingga pokok utama dari pendekatan tingkah laku adalah suatu organisas dapat terus
ditingkatkan efisiensinya dengan raemperlakuken man!sie sebagei manusia, senreritere
produktivitas hanya dapat dicapar dengan pengguhaan peralatan yang tepat guna dan
canggih sesLrai dengan kemajuan teknologi.

Teori organisasi kemudian mengalami perkembangan dengaF dikemukakannya
pendapat Drucker mengenai tiga jalan untuk menemukan struktur yang memllantu
penDapaian lujt)an, yaitu: a) anaiisis kegjaEn, adalah mengemukakan pekerjaan apayang
harus dilaksanakan, b) aiialisis keputusan, adaiah merancang suatu struktur organisasr
yang juga berkenaan dengafi keputusan yang harus dibuat, c) afialisis hubu6gan, adalah
merancaiig sirlrktur organisasi berdasarkan hubungan vedikal (atasan dan bawahan), dan
horizootal (ke samping atau sejajar), untLrk &emberi pedoman penempatan tenaga kerja
dalam struKur

Perkembangan lerakhir teori organisasi yaitu pendekatan 3istem terhadap
orgarlisasr yang mernandang organisasi bukan agi sualu sistem tertutup. mela nkan sistem
terbuka yang harus berinteraksi dengan lingkungan. lntera ks i organisas i nrencakup proses
produksl dan proses-proses lain yang bersifal hakikr untuk mempertahankan eksistensinya.
meropang fungsi-{ungsinya serta menyesuaikan diri dengan lingkungannya. lBteraksi
dalam sistem terhuka meliputi dua jenisr 1) interaksi internal. adalah hubungan-hubuflgan
antara subsistem-subsistem yang ada dalam proses produksi, yang nengutamakan
peningkatan efisiensi, produktivitas dan kerjasama antar subsistem dalam organisasi, 2)
interaksi ekslernal, adalah interaksi yang terjadi antara suatu organisasi dengan pihak-
pihak luaryang ada hublrngan ketergantungannya satu sama lain (Hatch, 1997).

2. PengawasanPenyelenggaraanPelayananPublik
Pengawasan adalah proses untuk 'menjamin' bahwa lujuan-tujuan organisasi Can

marajemen tercapai. Hal ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan
sesua yang direncanakan (Handoko. 1999). Pengawasan berkaitan el?t dengan fungsi
perencanaan karena keduanya saling mengisi, akibat empat hal, yatu: 1) Pengawasan
harusterleblhdahuludirencanakan.2)Pengawasanbarudapatdilakukanjikaadarencana.
3) Pelaksanaan rencana akan baikjika pengawasar cjilakukan dengan baik,4)Tujuan dapat
diketahui tercapai dengan baik atau tidak setelah pengawasan atau perilaian dilakukan
(Hasibuan dalam Fahmi, 2013).

Sernentara pelayanan publik berdasarkan Keputusan lVenleri Pendayagunaan
Aparatur Negar6 Nomor 63 Tahun 2003 lentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan
mengandung deinisi segala kegialan pelayanan yang dilaksanakan oieh penyelenggara
pelaya,'ran publik sebaga upaya pemenuhan kebLrtuhan penerima pelayanan maupun
peiaksanaan keientuan peraturan perundang-undanqan- Penyelenggara pelayanan publk
adalah instansi pemerintah. pembefl pelayanan publik adalah pejabavpegawai inslansi
pemerintahan yang melaksanakar lugas dan fungsi pelayanan publik sesuai dengan
peraturan perundang-undangan dan penerima pelayanan pubiik adalah orang.
masyarakal. instans pemeriniah dan badan hukum.

Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pelayai]an publk sesuai ketentLlan
Undrng-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan PubJik djjakukan dengan dua
cara, yaitu:
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a. Penqawasan lnternal, yaitlt pengawasan oleh atasan angsung sesua peraiuran
perundang-undengan dan pengawasan oleh pengawasan fungsional sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

b. Penqawasan Ekste.nal, yaitu pengawasan oleh masyarakai berupa lapoaan ataLi
pen93duan masyarakat cialam penyelenggaraan pelayanan publik, pengawasan oleh
Ornblrdsman sesuai dengan peraluran perundang-undangan, dan pengav,/asan oleh
DPR-

Dengan Cemikian, penelitian ini memfokuskan pada penga\.^Jasan eksternal aias
penyelenggaraan peayanan publlk, sebab mengkaji pengawasan penyelenggaraan
pelayanan publikyang dilakukan oleh Omb!dsman RJ meialuj perwakilannya dt daerah

3- Ombudsman
OmbLidsrnan awalnya berasal dari Swedis pacja tahun 1809, Finlandia pada tahun

1911, dan Denmatu pada lahun 1954. i(n,, Ombudsman telah dim,likj di lebih dari 150
negara didunia- Kata Onrbudsman berasal dari bahasa Swedia krna umbutismann ,:lang
artinya penvakilan. Oleh karenanya, Ombudsman diartikan sebagai pejabat aiau badan
yang bertugas menyelidlkj berbagai keiuhan maslarakat.

Ombudsfian fieaupakan salah satu Lefibaga Negara Republik ,ndonesia yang
dibenluk dengan Lindang-undan9, beilugas mengawasi pehyelenggaraan pelayafian
publik. Ombusman merupakan lembaga yanE bersitat mandiri, tidak memjliki htbungan
orEanik dengan embaga negara dan instansl perrerintahan iatnnya. Ombudsmalr dalam
rnenlalankan tugas dan wewenangnya bebas daricampurtangan kekuasaan lajnnya. Pihak
yatrg diali/as o,eh Ombudsman adaiah pehyelenggara negara, penyelenggara
pemeflnlahan" BIJMN, BUMD. BHlr4N, badan swasta atau perseorangan yang diberitugas
.nenyelenggarakan pelayanan publik terte.tu yang sebagian atau seluruh dananya
bersumber dari APBN dan/atau APBD. Asas pelaksanaan tugas dan wewenang
lflb!dsman antara lain kepatuhan. keadilan, non diskriminasi, tidak memjhak,
:<nnlabiiitas, keseianbangan, kelerbukaan dan kerahasiaan.

METODE PENELITIAN

PenellUan lnl dilakLrkan selama tiga buian, yaitLl sejak Januari hing-qa April 2014.:._rumpuian data dilakLtkan dengan wawancara mendalam (fi-deplh inteNiew) dan
:-::maian labservation). Dala sekunder dihimpun melalui risel dokumen \document
i: ii.;h) tl/awancara mendaiam dilakLtkan ajengan menggLtnakafi pedoman \fawarcara yang
::_.rtnya dikembangkan di lapangan sesuat dengan informasi baru yang ditemukan.
r ,.-cara mendalam yairg lelah d lakukan kernudian di cross check dengan data enrpiris
:_ r:n_atan) angsung dilapangan untuk mengetahuilingkat akurasijav/aban (trianguiasi).

Surnber-sumber data primer penelitlan meliputi Pimpinan Pelwakilan Ornbudsman Rl
::-Katmbesertaparaasisten,sedamasyarakalpelapcrdaninstarsi pelayanan publik

::..ah c,ilaporkan kepada pe,"wariJan Ombudsman Rl Wilayah Kaliim- Kriterla pemilihan:: r -: <at pelapoa yang menjadi sumber data primer yaitu yang aporan pengaduannya ielah
: : : ::: ran oLeh Pervvakitan Ombudiman RlWilavah Kaltim

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

-- -:- Hak dan Kewenangan Perwakilan Ornbudsman RIWilayah Kaltim
-.:.tor Perv,/akllan Ombudsman RlWilayah Katim berada diJalan Tanjungpura Nomor- - . :. kpapan, Cikepalai o!eh Dr. Afd- L Chandra yang rnerniliki iiga asisten untuk Bidang: : - i: ar't LaporanlPeng3drran I\,lasyatakat. Febrityas. S.Sos.. Bidang Pencegahan, Benny

! . : S,r dan Bidang Pengawasan, Masdari, S.l.Kom.- 
_ -.ar Perwakiian Ombudsman RlWilayah Ka tim anlara lainl

':'.r.rCkannegarahLrkumyangdemckratis,adiJoansejahtera.

;,



2. Mendorong penyelenggaraan negara dan pemerintahan lang efektif dan ellsien lLlur,
terbuka, bersih serta bebas KKN.

3. MeninEkatkan mutu pelayanan negara di segala bidang agar setiap warga negara dan
penduduk mempercieh keadllalr. rasa amaa dan kesejahieraan yang semakin baik.

4. lVembantu mencipiakan dan meningkatkan upaya untuk pertberantasan dan pencegahan
praktek nraladm nistrasi, diskriminasi, KKN.

5. Llerringkaikan bldaya hukum nasional, kesadaran hukum masyarakt, dan sLlprcmasl
hukum yanE berintikan kebenaran seda keadilan.

Perwakiian Ombudsman Rl Wiiayah Kaltim memiliki hak dan Kewenangan sebagai
berikut:
1 Meminta keterangansecaralisandah/atautertulisdaripelapor, ter.lapor, aiau pihak lainyang

ierkait mengefai laporan yang disampaikan kepada Ombudsman.
2. Memeriksa keputusan. surat-menyurat, atau dokumer lain yang ada pada pelapor ataupun

terlapor unhrk mendapatkan kebenaran sualu laporan.
5. tu1em nla klarifikasi dan/atau salinan atau folokopi dokumen yang Ciperlukan darl lnstansi

manapun untLrkpemeriksaan laporan dari inslansiterlapor
4. l,4elakukan pemafggilan lerhadaD pelapor, ieriapor, dan plhak lain yang terkait dengaf

laporan.
5- lVenyelesaikan laporan melalui mediasi dan konsiliasiatas permlntaan para pihak.
6. llembuat rekomendasi mengenai penvelesaian laporan, termasuk rekomendasi Lrntllk

membayar ganti rugi dah/atau rehatriliiasi kepada p:hak yang dirugikan.
7. Demikepentingan umum. mengumumkan hasillemu6n, kesirnpulan, dan rekomendas .

Selaln wewenang tersebut, Perwakilan Ornbudsman Rl lvilayah Kaltim juga
benrJenang:
1. l\4enyampaikan saran kepada Presiden. Kepala Daerah, atau Pimpinan Penyelenggara

Negara lainnya guna perbaikan dan penyempurnaan organisasi dan/atau prosedur
pelayanan publik.

2. l\4enyampaikan saran kepada DPR dan/atalt Preslden, DPRD dan/aiau Kepala Daerah
atlar terhaCap Undang-undang dan Peraturan Perundang-undangan lainnya diadakan
perubahan dalam rangka mrncegah maladmlnistrasi.

Selain kewenangan tersebut. Perwakilan Ombudsman Rl \ Jilayah Kalti,n juga memiliki
hak imunitas cian kewenangen paksa, yaitu hak istimeuJa yang dimiliki Ombudsman yanq telah
ditetapkan o eh Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Rl, yaitu sebagai
irerikut:
1 ) Dalam rangka pelaksahaan tugas dan wewenangnya, Ombudsman tidak daDat ditangkap,

Llitahan, di nterogasi, dltuntut, atau digugat dimuka peilgadilan.
2) Setiap orang yang menghalan! Cmbudsman dalam rnelakukan pemeriksaan

sebagalmana dimaksud dalam Pasal 28 dipidana dengan pidana penjara paling lama dua
tahun atau dencia Daling banyak Rp.1 000 000.000,00 (satu mlliar rupiah).

Visi dan Misi Perwakilan Ombudsman RlWilayah Kaltim
Visiflya adalah "mev,/ujudkan pelayanan prima yang menyejahterakan dan berkeadilan

bagiseluruh rakyat lndonesia" Sedangkan misinya antara lain:
'1 . I!4elakukan tindakan pengawasan, menyampaikan saran dan rekomendasi serla mencegah

maladministrasi dalam pelaksanaan pe ayanan pubiik.
2. Mendcrong penyelenggaraan negara dan pemerintahan agarlebih efektifdan etlsien jujLrr,

terbuka, bersih, seda dari KKN.
3. N,4eningkatkan budaya hukum nasional, kesadaran hlkum rnasyarakai dan supremasl

hukurn yang berlftiKan pelayanan, kebenaran dan serla keadilan.
4. L4endoronq terwuj!dnya sistem pengaduan masyarakat yang terinlegrasi berbasis

informesi
Peiwakilan Ombudsman Rl Wilavah Kaltim juga memiliki motlo yaitu "n]elayani tanpa

pamrrh.lan mengawasi ianpa be|p ihak".
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) engawasan Penyelenggaraan Pelayanah Publik diWilayah Kaltim
Dalam penelltian ini. pergawasan penyelenggaraan pelayanan publik diwilayah Kaltim

: - I d lakukan oleh Perwakilan Ombudsman RlWilayah Kaltim dikaji berdasarkan uraian tugas
. _rr daf fungsinya sebagaimana tertuang dalam Undang-{.rndang Nc,ror 37 Tahuh 2003:- Penerimaan Laporan atas Dugaan Maladministrasi dalam Penyelenggaraan
Pelayanan Publik

[lenerima laporan atas dugaan maladminisirasi dalam penyelenggaraan pelayanan
:,: { merupakan butir periama iugas Perwakilafi OmbuCsman Rl Wilayah Kaltim dalam
_-. .(sanakaF pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik demi pemenuhan hak rakyal
:::s 3eiayanan pubjikyang berkualitas.

Hasll peneltian inenuflukkan dalarn pelaksanaan tugas penerimaan laporan atas
,;:ar maladmlnlstrasi dalam penyelenggaraan pelayanan pLrblik, Perwakilan Ombudsman

=.'llayehKaltimselamatigaiahLrntelahmenerima60aporandaripelapor.PelapcrkeglElar
-. .arn nisirasi dalam penyelenggaraan pelayanan p! blik d i wilayah Kalt m pada tahun 201 1-
:--1 r.e iputi perorangan korban langsung sejurnlah 31 orang (51,67%), media sejurnlah 1B
-i-:r 130%) kelompok masyarakai selumlah enam (10o,/.), badan hukum sejumlah dua buah
i llc':) instansi pemerintah sejumlah dua bllah (3,33%) dan organisasi profesj sejumlah satu

.,.. 11 67%). Dengan de,nikian, rala-rata perlahunnya Per. akilafi Ambldsman RJ Wilayah
_ : i ir menerinra20 iaporan pengaduan, yang umurnnya datang dan perora,'rgan angsung.

Dari 60 laporan iersebut, instansi terlapor yang diduga melakukan maladministrasi
::3nr penyelenggaraan pelayanan publik sejak tahun 2011-2013 terdiri atas Pemeriniah
l::rah selumlrh 34 laporan (56,67%), Badan Pertanahan Nasional sejumlah lujuh laporan
-- 67%), BU'UN/BUM dan Kementerian yang masing-masing enam laporan (10%), Le..baga

r:-gadilan sejumlah dua laporan (3,33%), DPR, Kepolisian dan Korl)isi Negara yang nrasing-
-2sing ' aporan (1,67%), sisanya i3,33%) instansi lain-lain. Data tersebut menLrnjukkan
-.::ansr terlapor yang p aling banyak adalah dar-i instansi Pemerj,itah Daerah.

Nlekanisme laporan pengaduan yang ciilakukan masyarakai Kaltim sesungguhnya
.: pat drlakukan rnelalLritujuh jenis mekanisme, yaitu rrielalui sural. datang Iangsung ke kantor,
::.pon website, email, media, atau faksimili. Namun, pada laporan pengaduan yang dilakukan
--:syarakat Kaltim kepada Perwakilan Cmbudsman Rl Wilayah Kaltirn sejak tahun 2011-2013,
-:.ya d lakukan melalui empat jenis mekanisme, yaitu melaluisurat, datang langsung, telepol.
::i' njedia. Jumlah laporan terbanyak dilakukan rnasyarakat melalui mekanisme datang
: " gsung ke kantor Perwakilan Ombudsman RI Wilayah Kaltlm sebanyak 25lapotan \41.67%).
: s!su! kemudian melalui mekanisme media sebanyak 18 laporan (3C%), melalui surai
...anyak l5laporan (25%)dan melaiuite epon sebanyak dua laporan sala (3,339'i).

Hasil wawancara terhadap masyarakat pelapor .r]emberikan informasi bahwa dalam
_enerima laporan maladministrasi, Perwakilan Ombudsman Rl Wilayah Kaltim se alu
-':mberkan tanggapan yang baik Can membimbing para pelapor untuk meiengkap
: rrsyaralan administrasl yang harus dipenuhi dan menjalani proses pengaluan laporan
:.oagaimana yang tertuang dalam Pasal 23 dan 24 Bab lV Undang-undang Nomor 37 Tahun
,08 tentang Omtrudsman Rl. Dengan demlkian dalam nrelaksanakan lugas penerimaan

:3cran atas dugaan maladrninisirasi dalam penyeienggaraan pelayanair publik, Pen'vakilan
: ,rbudsnran Rl Wrlayah Kaltim telah men]berikan keielasan bagisetiap pelapor bahwa mereka
-3syarakat) berhakrnenyampaikan laporan secara jujur, terbuka dan bebas KKN.

2 PemeriksaanSubstansiatasLapo6n
lVelakukan pemeriksaan substansi atas laporan pengaduan merupakan butir kedua

-!as Perwakilan Ombudsman Ri Wilayah Kaltim seteiah mener ma laporan yang telah diterima
::caia administrasi-

Hasilwawancara terhadapAsisten Bidang il Perdakllan OmbLrdsman RlWilayah Kalt m
_enyatakan pemeriksaan subslansi atas {aporan dilakukan dengan memeriksa lagi laporan
. -.ng diterima secara aCministrasi untuk mengidenti'flkasi laporan tersebut termasuk dalam
.:iegori apa. i\4acam kategori substansi laporan pengadLran maladministrasr dalam
.:ryelenggaraan pelayanan pub ik dapat terlihat dari data laporan pelapor pad3 tahun 2011-
:,'i3 ke Per,/rakila,r Ornbudsman Rl Wilayah Kallin be.!kul: (1) Kaiegori Penympangan

:_ ce.keadilaI

a:: ""tencegah

:' :'. en. jujLrr,
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Prosedur sejurnlah 26 lapotan (43,33%), (2) Kategori Penundaan Berlarut sejumlah 19
laporan (3'1,67%), (3) Kategori Penyalahgunaan Wewenang sejumlah empat taporan
(6,67%), (4) KategoriTidak Memberj Pelayanan sejumlan Uga laporan (5%), {5) Kategori
Pelmintaan Barang dan Jasa sejumlah dua laporan (3,33%). {6) Kategori Ketidakpatutan
sejumlah dua laporan (3,33%), (7)Kategori Diskriminasi sejumlah dua laporan (3,33%), (8)
Kategori Keberpihakan sejumlah satu laporan tl,670/o), dah (9) Kategorl Tidak Kornpeten
sejumlahsalu laporan (1 67%).

Dari kesembilan jenis kategori laporan pengaduan maladministrasi dalam
penyelenggaraan peiayanan publikyang dite ma Perwakilan Ombudsman RlWilayah Kaltim,
permasalahan substansi laporan yang paling banyak terjadi adalah Kategori Penyimpangan

3. Penindaklanjutan Laporan yang Tercakup dalam Ruang Lingkup Kewenangan
Ombudsman

Menindaklanluti laporan yang tercakup dalam ruang lingkup kewenangan Ombudsman
adalah butir ketiga tugas pokok Perwakilan Ombudsman Rl Wilayah Kaltim yang harus
dijalankan seielah,aporan pengaduan ielah melalui proses penerimaan laporan dan telah
melalui proses pemeriksaan substansi atas laporan yangtelah diterima.

Hasil wawancara terhadap Pimpinan Petwakilan Ombudsman Rl Wilayah Kaltim
menjelaskan bahwa Ornbudsman wajib menindaklanjlti laporan pengaduan yang telah
memenuhi proses penerimaan secara admlnistratif dan telah diperiksa substansinya, sesuai
ketentuan dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008. Sesuai kewenangannya,
Perwakilan Ombudsman Rl rnelakukan penindaklaniutan laporan tersebut dalam bentuk
melakukan pemeriksaan atau investigasi sesuai laporan yang diterima. Sebab dalam
kewenangan ini, Perwakilan Ombudsman Rl tidak memiliki kewenangan untuk menangkap
seseo€ng atau instansi yang diduga n]elakukan pelanggaran dalam penyelehggaraan
pelayanan publik. Kewenangan untuk menangkap pelaku maladministrasi atau menjatuhkan
hukuman terhadap pelaku yang melakukan maladministrasi berada ditangan pihak Kepolisian
Rl dan pengadilan.

Dalam praktek proses penindaklanjutan laporan pefigadLJan maladministrasi dalam
penyelenggaraan pelayanan publik, pihak masyarakat yang pemah melakukan laporan
pengaduah menyatakan bahwasetelah Perwakilan Ombudsman RlWilayah Kallim menerima
laporan pengaduan, mereka merespon dengan baik dan menindaklanjuti laporan dengan
bertindak sebagaj mediator pada saat mempertefiukan pelapor dengan jnstansi terjapordalam
rangka menemukan solusi atas pe.masalahan maladministrasi yang terjadi. Apabila hal
tersebut tidak mernbuahkan hasil, maka laporan pengaduan memasuki tahapan se{anjutnya
untuk kemudian pihak terlapor akan diproses secara hukum mela,ui kerjasama dengan pihak
kepolisian setempat.

4. Pelaksayraan lnvestigasi atas Phkarsa Sendiri terhadap Dugaan Maladmihistrasi
dalam Penyelenggaraan Pelayaran Publik

Pelaksanaan investiga6i atas prakarsa sendiri terhadap dugaan maladministrasi dalam
penyelenggaraan pelayanan publikadalah butirtugas keempat dari Perwakilan Ombudsman Rl
Wiiayah Kaltim yang sekaligus me.upakan langkah tambahan dalam melakukan pengawasan
penyelenggaraan pelayanan publik.

Hasil wawanoara para sumber data primer yang berasal dad pihak Peryakilan
Ombudsman Rl Wilayah Kaltim menyatakan bahwa investigasi atas prakarsa sendiri atau
berdasarkan inisialif Ombudsman, dilakukan berdasarkan informasi yang dipe.oleh di luar
laporan pengaduan yang disampaikan ke kantor, diantaranya diiemukan dari media massa,
baik media cetak (koran, misalnya) maupun elektronik (tetevisi, misalnya) ataupun daridiskusi-
diskusiyang terjadi di masyarakat. Dari informasi-informasi tersebut, Perwakilan Ombudsman
Rl Wilayah Kaltim dapat berinisiatif untuk rnelakukan investigasi ke lapangan atas kasus
dugaan maladmin;strasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik di seluruh wilayah
Kalimantan Timur. lnvestigasi yang dilakukan itupun di luar pengetahuan instansi
penyelenggara pelayanan publik yang diduga melakukan maladministrasi. Untuk perihal
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: r: gasi tanpa laporan ter ebih dahulu dan Ombudsman tidak dapat ditangkap maupun
: :: ::as pelaksanaan tlgasnya itu.

::,aKsanaan investigas aias prakarsa sendlri oleh Perwakilan Ombudsman Rl Wllayah
. : _ - -.rLpakan bentuk pengawasan yang dilakukan dengan mengacu pada rencana, yaitu
::::: :engan slandar yafg telah ditetapkan. Sebab pengawasan sebagaimana yang

. . . , (an oleh Terry (dalapn Fahmi, 2013)adalah proses penentuan apa yang harus dicapai
. : :_Car, apa yang sedang dilakukan yaitLr pelaksanaan, Can meni{ai pelaksanaan itL.l

: :i,. ;Dabilaperludilakukanperbaikan-perbaikan.

; )elaksanaan Koordinasi dan Kerjasama dengah Lembaga Negara atau
:.-eriniahan Lainhya serta Lembaga Kemasyarakatan atau Perseorangan

'.'?akukan koordinasi dan kerjasarna dengan lembaga negara atau lembaga
t'-:-_=1an lainnya serta lembaga kemasyarakatan atau perseorangan tenlunya sangal
- :- :_:.r pelaksanaan tugas Perwakilan Ombudsman Rl Wilayah Kaltim dalanr pengawasan
: ::_.garaan pelayanan publik, terutama dalam penye esaian kasus dan sosielisasi
- ::-r peranlembagaPen akiian Ombudsman Rl Wi ayah Kaltim.

-3sri wawancara terhadap para sumber data primer dari pihak Peawakilan ombudsman
. ..:h Kaltim memberikan inlormasi bahwa koordihasi dan kerjasama yang diiakukan
-- _:i untuk membantu Ombudsman dalam menialankan tugasnya, dilandaskan pada
. - -:- lvloU temadap pihak kepolisian untuk perihal penangkapan pelaku maladministrasi.

:: .:. an ombudsman Rl Wilayah Kaltim juga menialin keriasama dan koordinasi denEan
. : - = 

ienanggulangan Korupsi (KPK)apabila unsur pelanggaran yang ditemukan lebih dari

-:::. pelanggaran admrnislrasi. atau Cengan kata lain telah mengandung unsur lrndak

<emudian untuk sosiaiisasi peran iembaga, Perwakilan Ombudsman RtWilayah Kaltim
: =. -ian kerjasama dengan Pemerintah Daerah. media maupun dosen dan mahasiswa di

- -.,'aen Lembaga Pendjdjkan Tjnggr uniuk menjngkatkan kuajjias peJaksanaan tugas
: : : : r, asan penye enggaraan peiayanan publik. PerrJakilan Ombudsrnan Rl Wilayah Kaltirn
._ _:lenma tugas-tugas turunan darl Ombudsman Rl dalam rangka kerjasama dan
:', ^:siyanq dlbanqun.

lalam prakteknya, se)ama iltikerjasama dan koordinasiyang terjalin antara Perwakilan
- -.-::Tan Rl Wilayah Kaltim dengan Pemerintah Daerah bempa pendampingan dalam
:-:-:-.an kebilakan sebagai telaah tertib administrasi. Untuk Pernerintah Provinsi Kaliim,
:: :. an Ombudsman Rl Wilayah Kaltim juga seringkali diminta melakukan pengawasan
- : . :_.ralrpun insidental atas pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Provrnsi. Hasiinya
::_r-.akan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan atas pelayanan pubik yang bernilai

-asil penelitian tersebut sejalan deFgan pendapal Barnard (dalam Cahayani, 2003)
- : -.ngaiakan bahwa organisasi ada bila orang-orang berhubungan salu dengan yanE lain,
, . -={3rlasama untuk mencapaitujuan bersarna, dimana dalam hal nitujuan bersama ialah

--_r::a:(an pemeriniahan yang bersih dan masyarakal mendapatkan haknya .ialam
--:?:i:Kan pelayanan publik yang baik. Maka dengan demikian keberlangsungan sebuah
-. ..r: . terrnasuk Perwakilan Ombudsman Rl Wilayah Kaltim, bergantung pada hubungan

i - i::-a yang lerjalin antara organisasi itu dengan lembaga maupun be$agaipihak lainnya.
\arnun demikian, Bowo dan Andy {dalam lbrahim,2007) r.enekankan bahwa

:::,::.aankerjasamahanyadapattercapaiapaililadiperolehmanfaaibersamabagsernua
. . . i.E terlibat di dalamnya. Apabila satu pihak dirugikan dalam proses kerjasama, maka

.:::-etdaklagiterpenuhi.Dalamupayamencapaikeuntunganalaumanfaatbersamadar
-_:::-a perlu komLrnikasi yang baik antara semua pihak dan pemaharxan yang sama
i-:::: tujuan bersama. Sehingga hal tersebut perlu uniuk terus berupaya dicapai oleh:r .:. an Ombudsman R! Wilayah Kaltim dalam menjalin kerjasama dan koorclinasi yang
- . :: a selema rni, maupun di masa depan.

': Pembangunan Jaringan Kerja
'.'.mbangun iaringan kerja merupakan butir enam dari tugas Perwakilan Ombudsman
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Rl Wilayah Kaltim dalam rangka melakukan sosialisasi peran lernbaga pengawas
penrelengqaraan peiayaran pLblik ini.

Ombudsman merupakan lembaga baru dalam ketatanegaraan Republik lndonesia
yang memiliki peran penting dalam mehciptakan gaod gavernance sehingga membutuhkan
jaringan kerja yang baik dengan lembaga-lembaga lainnya agar dapat melaksanakan tugasnya
secara efektii Ombudsmanjuga memilikiperar, penting dalam mewujudkan peroiehEn hak bagi
masyarakat atau warga negara untuk memperoleh pelayanan publikyang baikdan berkualilas.

Dalam prakteknya, Perwakilan Ombudsman Rl Wilayah Ka,tim membangun lar ngan
kerja dengan Pemerintah Daerah, berbagal media dao Lembaga Swadaya Masyarakat {LSNI).
Sebab sebagaimana yang dikemukakan oleh Malinowski (dalam Cahayani, 2003) organisasi
merupakan suatu kelompok orang yang bersatu dalam tugas{ugas, terkait pada lingkungan
lertenlu, mehggunakan alat tek8ologi dan patuh pada peraturan. Maka iaringan keria sudah
tentu merupakan kebutuhan organisasi untuk dapat mencapaitujuan organisasinya, demikian
pula bagi Perwakilan Ombudsman Rl Wilayah Kaltirn dalam helaksanakan pengawasan
penyelenggaraan pelayanan publik.

7. Pelaksanaan Upaya Pencegahan Maladministrasi dalam Penyelenggaraan Pelayanan
Publik dan Pelaksahaah Tugas Lain yahg diberikan oleh Undahg-uhdang

I\,4engawasi kinerja instansi penye enggara pelavanan publik merupakan upaya
Ombudsman dalam mencegah maladministrasi dalam penyelenggaraah pelayanan pub!lk.

Dalam rangka nrelaksanakan pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan
pelayahan publik, Perwakllah Ombudsman Rl Wilayah Kaltim Serupaya melakukan
penyampaian standar pelayanan publik sesuai yang diamanatkan daam llndang-undang
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Pqblik kepada instansi penyelengga.a pelayahan
publik di se,uruh Kalimanian Timur. Namun demikian, beberapa insiansi penyeienggara
gelayanan publik di lingkungan pemerintahan Kelurahan di wilayah Kota Balikpapan
menyatakan sebelumnya tidak nrengetahui keberadaan iembaga Perwakilan Ombudsman Rl.
Setelah lerdapat laporan pengaduan dari masyarakat atas penyelengqaraan pelayanan publik
yang dilakukan dan menjalani proses invesligasi oleh Perwakilan Onibudsman Rl Wilayah
Kallim, barulah ihstansi tersebut mengetahu telah terdapat lembaga pengawas
penyelenggaraan pelayanan publik. Temuao ini menunjukkan bahwa sosialisasi Perwakilan
Ombudsman RI Wilayah Kaltim atas keberadaan lembaganya masih lemah, sebab sebagian
instansi penyelenggara pelayanan publik yang beiada di wilayah kola yang sama dengan
djmana Perwakilan Ombudsman RJ Wjlayah Katlim ditempatkan, belum mengetahuj
keberadaan lembaga ini. Sementara wilayah Kabupaten dan Kota di seluruh Provinsi
Kalimantan Tirnur berjumlah lebih banyak dengan masing-masirrg instansi penyelenggara
pelayanan publjk, belum Jagi dengan Provinsi Kalimantan Ulara yang hingga kini masih masuk
dalam wilayah kewenangan kerja Perwakilan Ombudsman RlWilayah Kaltim.

Hasilwawancara terhadap para sumberdata primerdaripihak Perwakilan Ornbudsman
Rl Wilayah Kaliim menyatakan masih belum maksimalnya pelaksanaan upaya pencegahafi
maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan pub,ik sebagai tugas butir ketujuh dan
masih rendahnya iingkat sosialisasi mengenai lembaga Perwakilan Ombudsman Rl Wilayah
Kaltjm diakibatkan oleh sejumlah kendala. Diantaranya kurangnya dana operasional sebagai
penunjang kinerja. Provinsi Kalimanlan Timur dan Kalimantan Timur merupakan wiiayah yang
begiiu iuas, semeniara jumlah SDM Perwakilan Ombudsman Rl VVilayah Kaltim i'lanya empat
orang. Faklanya pada saat ini Ombudsman Rl memberikan distribusidana yang sama besar
untuk setrap kantor Perwakilan di daerah, padahal kondisl geoglafis wilayait dimana kantor
PeNakilan dltempatkan berbeda satu sama lain- Kondisiwilayah geogralis yang luas dengan
topografis yang didominasi oleh banyaknya pegunungan dan daemh pedalaman, tentunya
meminimalisir aksesibilitas lembaga Peruakilan Ombudsman RI Wilayah Kaltim untuk dapat
!'nenjangkau seluruh wilayah yang menladi kewenangannya.
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KESIMPULAN DAN SARA.N

.:s mpulan
Darihasi! peneiitian dan pembahasan, dapat disimpulken bahwa:
Pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Perwakilan

l_r'rbLrdsman Rl Wilayah Kali m secala umum telah dilaksanakan sesual tugas pokok dan
'-.gsinya. dan lelah sesuai dengan ketetapan Undang_undang Nonlor 37 Tahun 20Ug

:..:ang Ombudsinan Rl. Namun untuk pelaks6naan tugas pokok kelujuh, yaitu
reaksanaan upaya pencegahan maladrninlslrasi dalan'r penyelenggaraan pelayanan
: -b lk masih belum oplimal.

I Pengav,/asan penyelenggaEar pelayanan publik di wilayah Katifi terkeFdala oleh
r stribusi dana yang kLrrang baik dan perlu lebih mempertimbangkan keadaan geografs
.:wilavahan, terbalasnya jumlah SDN4 pada Perwakilan Ombucsman Rl Wilayah Kalt m,
{!rangnya pengetahuan masyarakat maupun instansi pe ayanan publlk akan Perwakilan

.nbudsman R Wllayah Kailim akibat lemahnya sosialsasi mengenai kebetadaan
:'nbagate.sebut.

: - ran-saran
Berdasarkan kesimpulan dan temuan penelitian mengeIai pengawasan

-',e)enggaraan pelayanan publik dj wilayah Kejtim, peneliti mengaiukan beberapa saran
r::la berikui:

Per,rrakilan Ombudsman Rl Wilayah Kalli$ harus segera tnenyampaikan usulan
".:pada Ombudsman Rl untuk mempero eh penambahan SDM untuk meilghindari tumpang
: .Crh kewefiangan dan tanggungjawab. Struktur organisasi Peiwakilan Ombudsman Rl
.i' ayah Kalti,n seharusnya dilengkapi sesuai ketentuan Pasal '11 Undang-undang Nomor
jl Tahun 2008, ), aitu terdiri atas Kelua, WakilKelua, dalr lujuh orang anggota/pegawai Tang
r iragi secara rata pada masing-masing bidang (Bidang Peny€lesaian Laporan, Bidang

'encegahan daf Brdang Pengawasan).
- Perwakilan Ombucisman Rl Wiiayah Kaltim per u lebih banyak meiakukan sosialisasi

-engenai keberadaannya sebagailembaga pengawas penyelenggaraan pelayanan publik
:engan memanfaatkan penggunaan media massa, baik media cetak maupun media
: ektronik, dan menjalin kerjasama derrgan pemeriniah diseluruh wi(ayah kecamaian dan
.? urahan.

I Ombudsrnan Rl hendaknya dapat mempertimbangkan pembagian dana untuk wilayah
{.aLirrn diperbesar untuk pelaksanaan tugas pokok Can fLlngsi, mengingat keadaan
ieografls Kaltim memakan biaya transportas , disamping wiiayah Kalimantan Utara masih
^renjadi wilayah kewenangan dari pengawasan yang dilakukan oleh Perwaklan
l.nbudsman RlWi ayah Kaltim.
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